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berupa kurangnya pengalaman, konflik kepentingan,
serta minimnya pelatihan berkelanjutan. Kondisi
sosial budaya penilai dan yang dinilai diwarnai bias
relasional, konflik kepentingan, dan komunikasi yang
tidak efektif. Struktur birokrasi kepangkatan juga
memperlihatkan pengaruh hubungan sosial yang
membatasi  objektivitas. Disarankan  Dinas
Pendidikan mengembangkan panduan penilaian,
menyediakan  pelatihan  berkelanjutan,  serta
meningkatkan kesadaran budaya bagi seluruh
pegawai. Selain itu, sistem birokrasi perlu diperkuat
melalui mekanisme yang transparan dan responsif.

PENDAHULUAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa memiliki struktur organisasi yang terdiri dari
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta beberapa
Kepala Bidang dan Kepala Seksi dengan total 24 PNS. Setiap tingkatan dalam struktur organisasi
bertanggung jawab atas penilaian kinerja di bawahnya. Proses penilaian ini diatur sesuai
Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan fokus pada Pasal 4
huruf (c) yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, atau
golongan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 menetapkan kewajiban PNS untuk
menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keteladanan. Selain itu, aturan
ini juga melarang tindakan yang menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, dan
menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan. Aturan tersebut bertujuan untuk
menciptakan aparatur yang profesional, bermoral, dan berintegritas dalam mewujudkan
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pemerintahan yang bersih dan berwibawa (De Oliveira Goes & De Oliveira, 2020; Sifah et al.,
2020).

Namun, implementasi disiplin di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa belum optimal.
Berdasarkan observasi, ditemukan beberapa permasalahan, seperti ketidakhadiran pegawai tanpa
pemberitahuan, sulitnya menghubungi pegawai yang tidak masuk kerja, serta pelayanan
administrasi yang lambat dan berbelit-belit. Selain itu, terdapat kasus pimpinan yang sering tidak
berada di tempat tanpa alasan jelas, yang berdampak pada kinerja keseluruhan organisasi
(Firdausijah, 2022; Hsu et al., 2020).

Masalah lain yang ditemukan adalah ketidakkonsistenan pegawai dalam melaksanakan
tugas sesuai aturan. Pelayanan publik yang diberikan sering kali tidak memenuhi standar efisiensi
dan efektivitas. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan
Pasal 4 huruf (c), yang menekankan kepentingan negara sebagai prioritas utama dalam setiap
tindakan PNS.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi yang tidak
efektif antara pimpinan dan bawahan, kurangnya transparansi dalam proses evaluasi, dan
minimnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Kondisi sosial
budaya organisasi juga menjadi tantangan, di mana hubungan personal kadang mengaburkan
objektivitas dalam pelaksanaan disiplin (Murari, 2022; Singh & Misra, 2021).

Sebagai solusi, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa perlu mengadopsi pendekatan
yang lebih sistematis untuk meningkatkan disiplin pegawai. Langkah-langkah seperti penyusunan
panduan kerja yang jelas, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan sistem pengawasan yang
transparan dan responsif sangat diperlukan. Selain itu, workshop tentang kesadaran budaya juga
dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan berintegritas (Lee, 2022;
Zendehdel Nobari et al., 2021).

Dengan implementasi yang optimal dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
khususnya Pasal 4 huruf (c), diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat
meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur. Hal ini penting untuk mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara, sehingga menciptakan
pemerintahan yang bersih dan berwibawa di lingkungan Pendidikan (Bahasoan et al., 2024;
Kumar et al., 2022; Lv, 2023).

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
implementasi disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas
Pendidikan Kabupaten Minahasa. Dengan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan,
penelitian ini memberikan landasan untuk perbaikan sistem kerja dan disiplin pegawai yang lebih
baik. Hasilnya dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional, akuntabel, dan berorientasi
pada kepentingan negara. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada literatur kebijakan
publik, khususnya dalam konteks peningkatan disiplin PNS di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang
bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena-fenomena yang muncul dalam konteks
penelitian. Pendekatan fenomenologi dipilih karena memberikan peluang untuk mendalami
pengalaman subjektif, sikap, dan keyakinan individu maupun kelompok dalam menghadapi suatu
fenomena. Pendekatan ini tidak hanya mengidentifikasi peristiwa yang terjadi, tetapi juga
menelusuri makna di balik pengalaman tersebut, sehingga menghasilkan wawasan yang
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mendalam (Alhazmi & Kaufmann, 2022; Stilwell & Harman, 2021).

Pendekatan fenomenologi dianggap efektif dalam menganalisis berbagai aspek sosial,
termasuk dinamika sikap, kepercayaan, dan persepsi yang memengaruhi suatu situasi. Dengan
memfokuskan pada pengalaman langsung subjek penelitian, metode ini memungkinkan peneliti
untuk menemukan pola-pola baru dalam pemikiran dan pembelajaran yang relevan dengan
fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini juga membantu dalam memahami kompleksitas
hubungan sosial di lapangan, yang sering kali sulit dijelaskan melalui data kuantitatif semata
(Neubauer et al., 2019; Ritunnano et al., 2023).

Keunggulan dari pendekatan fenomenologi adalah kemampuannya untuk mengeksplorasi
potret situasi sosial secara luas dan menyeluruh. Dengan berinteraksi langsung dengan partisipan
penelitian, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang konteks sosial, budaya,
dan emosional yang memengaruhi fenomena tertentu. Proses eksplorasi ini mencakup
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang relevan,
yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul (Freeman &
Muhammad, 2023; Nopriyanto Bahasoan et al., 2023).

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang
komprehensif tentang situasi sosial dan fenomena yang terkait dengan disiplin pegawai di Dinas
Pendidikan Kabupaten Minahasa. Hasil yang diperoleh tidak hanya berkontribusi dalam
menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, tetapi juga memberikan masukan bagi pengambil
kebijakan untuk memperbaiki praktik dan kebijakan terkait. Dengan demikian, pendekatan
fenomenologi menawarkan kerangka analisis yang kuat untuk memahami dan menjelaskan
dinamika sosial secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan fondasi utama untuk memastikan
pelayanan publik yang efektif, adil, dan dapat dipercaya. Sebagai abdi negara yang bertanggung
jawab melayani masyarakat, PNS diharapkan memiliki kompetensi sekaligus kedisiplinan yang
tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu regulasi yang menjadi pedoman penting
dalam disiplin PNS adalah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Secara khusus, Pasal 4
huruf (¢c) mengamanatkan bahwa setiap PNS harus mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan. Prinsip ini merupakan pilar penting dalam
menjaga netralitas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, implementasi aturan disiplin ini masih
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah yang signifikan adalah rendahnya
pemahaman sebagian PNS terhadap konsep "mengutamakan kepentingan negara." Banyak PNS
yang belum sepenuhnya memahami bahwa prinsip ini mengharuskan mereka menempatkan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam setiap keputusan dan tindakan. Akibatnya,
terdapat kesenjangan antara aturan yang tertulis dengan pelaksanaan di lapangan, yang pada
akhirnya berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik.

Masalah lain yang sering muncul adalah penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor, di
mana sebagian PNS lebih mengutamakan keuntungan pribadi atau golongan daripada
kepentingan negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar disiplin yang diatur oleh peraturan,
merusak integritas birokrasi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika
PNS tidak memprioritaskan kepentingan negara, hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi
juga menciptakan citra negatif bagi pemerintah secara keseluruhan (Mugellini et al., 2021; Tiki et
al., 2022) .
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Kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi yang konsisten menjadi faktor yang
memperburuk situasi ini. Dalam banyak kasus, pelanggaran disiplin tidak direspons dengan
sanksi tegas, schingga menciptakan budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran.
Mekanisme pengawasan yang lemah memberikan ruang bagi PNS untuk mengabaikan aturan
tanpa khawatir terhadap konsekuensinya. Hal ini tentu berpotensi memperburuk kualitas
pelayanan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama (Armstrong et al., 2022; Vian, 2020).
Selain pengawasan, diperlukan juga program pembinaan yang efektif untuk meningkatkan
pemahaman PNS tentang pentingnya disiplin, terutama terkait mengutamakan kepentingan
negara. Program pelatihan harus mencakup materi tentang etika kerja, tanggung jawab, dan
integritas, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap tindakan PNS. Dengan pembinaan
yang baik, PNS diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip kedisiplinan dalam pekerjaan
mereka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Johari et al., 2021; Lassou et al., 2021).
Penelitian ini dilakukan untuk membahas permasalahan disiplin PNS di Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa, khususnya dalam implementasi Pasal 4 huruf (c) Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor
penghambat, seperti kurangnya pemahaman regulasi, tidak konsistennya penerapan aturan, serta
faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pegawai. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
solusi yang efektif untuk meningkatkan kedisiplinan PNS dan memastikan pelayanan publik yang
berkualitas sesuai dengan kepentingan negara (Forand, 2019; Odilla, 2020).

Komunikasi antar atasan yang Melakukan Penilaian Disiplin dan Pelaksana yang
Dinilai

Komunikasi antara atasan yang melakukan penilaian disiplin dan pelaksana yang dinilai
memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal
ini terutama berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, di mana komunikasi yang efektif
dapat membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai standar disiplin dan kriteria
penilaian. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan kebijakan disiplin dapat dilaksanakan
sesuai peraturan, sehingga mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan
professional (Harris et al., 2020; Hu et al., 2021).

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas
komunikasi antara atasan dan pelaksana. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan
dalam penyampaian informasi mengenai kriteria penilaian disiplin. Ketidakjelasan ini membuat
pelaksana sering kali merasa bingung dan tidak memahami indikator yang digunakan dalam
penilaian. Akibatnya, persepsi negatif terhadap proses penilaian muncul, yang dapat menghambat
upaya untuk menegakkan disiplin di lingkungan kerja (Sudha et al., 2023; Sudirman et al., 2019).

Selain ketidakjelasan, kurangnya ruang untuk dialog antara atasan dan pelaksana juga
menjadi tantangan. Pelaksana sering kali tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan
masukan atau mempertanyakan hasil penilaian. Hal ini menciptakan kesan bahwa proses
penilaian dilakukan secara sepihak dan mengurangi rasa kepercayaan pelaksana terhadap
keadilan penilaian tersebut. Tanpa ruang diskusi, pelaksana sulit memahami tujuan kebijakan
disiplin secara menyeluruh, sehingga proses ini tidak memberikan hasil yang optimal.

Kurangnya transparansi dalam penyampaian hasil penilaian menjadi masalah lain yang
signifikan. Pelaksana tidak selalu mengetahui alasan di balik hasil penilaian mereka, yang
membuat mereka tidak memahami area mana yang perlu ditingkatkan. Transparansi dalam proses
penilaian seharusnya menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pelaksana tidak hanya
mengetahui hasil yang diperoleh, tetapi juga memahami langkah-langkah perbaikan yang dapat
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dilakukan untuk meningkatkan kinerja mereka.

Permasalahan komunikasi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis untuk
memperbaiki proses penilaian disiplin. Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat
memperkuat komunikasi antara atasan dan pelaksana dengan menyediakan panduan yang jelas
mengenai kriteria penilaian dan menciptakan mekanisme dialog dua arah. Langkah-langkah ini
dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan disiplin dan
membangun kepercayaan antara atasan dan pelaksana (Felicio et al., 2021; Suh & Battaglio,
2022).

Selain itu, penyediaan forum komunikasi yang terbuka dan transparan sangat diperlukan
untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan adanya forum ini, pelaksana dapat menyampaikan
pandangan mereka dan memperoleh penjelasan yang jelas terkait proses penilaian. Upaya ini
tidak hanya akan meningkatkan rasa keterlibatan pelaksana, tetapi juga membantu menciptakan
budaya kerja yang lebih inklusif dan mendukung penerapan disiplin secara efektif.

Secara keseluruhan, komunikasi yang baik antara atasan dan pelaksana merupakan kunci
utama untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan disiplin. Dengan komunikasi yang
jelas, transparan, dan konsisten, proses penilaian disiplin dapat menjadi alat yang efektif untuk
meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan
disiplin tidak hanya dipatuhi sebagai formalitas, tetapi juga diterapkan sebagai bagian dari upaya
untuk mendukung kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Sumberdaya atau Kompetensi atasan Penilai

Sumber daya manusia, khususnya kompetensi atasan penilai, memainkan peran yang
sangat penting dalam implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas
Pendidikan Kabupaten Minahasa. Dalam lingkungan kerja yang mengutamakan kepentingan
negara, peran atasan sebagai penilai menjadi krusial untuk memastikan kebijakan disiplin
dijalankan secara adil dan transparan. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam terhadap
regulasi, kemampuan berkomunikasi secara efektif, dan kemampuan memberikan umpan balik
yang konstruktif. Ketika atasan memiliki kompetensi yang memadai, proses penilaian disiplin
dapat dilakukan dengan objektivitas tinggi dan mendukung nilai-nilai kepentingan negara (De
Carlo et al., 2020; Prediger et al., 2020).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam kompetensi
atasan penilai di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Beberapa atasan belum memahami
secara menyeluruh regulasi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak konsisten atau bias, yang
berpotensi mengurangi kepercayaan pegawai terhadap proses penilaian. Selain itu, praktik
favoritisme masih ditemukan, di mana penilaian didasarkan pada hubungan pribadi daripada
kinerja sebenarnya. Hal ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat dan menghambat
efektivitas organisasi (Frederiksen et al., 2020; Schumacher et al., 2022).

Kurangnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menjadi salah satu faktor yang
memperburuk situasi. Banyak atasan penilai tidak memiliki akses ke pelatihan yang relevan,
sehingga pengetahuan mereka tentang kebijakan disiplin menjadi stagnan. Tanpa pembaruan
pengetahuan, atasan kesulitan beradaptasi dengan perubahan regulasi atau dinamika kebutuhan
pelayanan publik. Oleh karena itu, program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan sangat
diperlukan untuk memastikan bahwa atasan memiliki kemampuan untuk melaksanakan perannya
dengan baik dan transparan (Beckman et al., 2022; Gilchrist et al., 2021).

Masalah lain yang diidentifikasi adalah konflik kepentingan dalam penilaian. Ketika
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seorang atasan memiliki hubungan personal dengan pelaksana yang dinilai, terdapat risiko tinggi

bahwa hasil penilaian tidak objektif. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara atasan

dan pelaksana memperburuk situasi. Tanpa komunikasi yang terbuka, pelaksana tidak memiliki

kesempatan untuk memahami alasan di balik hasil penilaian atau menyampaikan klarifikasi.

Kondisi ini memperkuat persepsi negatif terhadap sistem penilaian dan menurunkan motivasi
kerja.

Pentingnya komunikasi dalam mendukung kebijakan disiplin tidak bisa diabaikan.
Komunikasi yang efektif antara atasan dan pelaksana adalah kunci untuk menciptakan
pemahaman bersama tentang kebijakan yang diterapkan. Melalui dialog yang konstruktif,
pelaksana dapat lebih memahami standar yang diharapkan dan menerima umpan balik untuk
perbaikan kinerja. Sebaliknya, kurangnya komunikasi hanya akan memperburuk kesalahpahaman
dan menurunkan kualitas implementasi kebijakan disiplin di lingkungan kerja (Gonsalvez et al.,
2023; Grabner et al., 2020; Jacob et al., 2021).

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten
Minahasa perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat
diambil meliputi penyediaan pelatihan berkelanjutan untuk atasan, penguatan mekanisme
transparansi dalam proses penilaian, serta mendorong komunikasi dua arah yang lebih efektif
antara atasan dan pelaksana. Dengan meningkatkan kompetensi dan memperkuat komunikasi,
diharapkan proses penilaian disiplin dapat dilakukan secara adil dan mendukung tercapainya
tujuan kebijakan (Dilapanga et al., 2023).

Keberhasilan implementasi kebijakan disiplin sangat bergantung pada pengelolaan
sumber daya manusia yang baik. Kompetensi atasan penilai harus ditingkatkan melalui pelatihan
yang relevan, sementara komunikasi antara atasan dan pelaksana harus diperbaiki untuk
menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dengan mengatasi kendala ini, Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan profesional,
di mana kebijakan disiplin tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar diterapkan untuk
mendukung kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Kondisi Sosial Budaya Penilai dan yang Dinilai

Kondisi sosial budaya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021. Faktor ini memengaruhi cara pandang dan respons individu terhadap kebijakan yang
mengharuskan pegawai mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, perbedaan nilai budaya antara penilai
dan pelaksana sering kali menciptakan tantangan, terutama dalam penilaian disiplin. Nilai-nilai
seperti kekeluargaan yang kuat dapat memengaruhi keputusan penilaian, sehingga menimbulkan
bias yang bertentangan dengan prinsip objektivitas yang diharapkan dari kebijakan ini (Alexandra
et al., 2021; Dongrey & Rokade, 2021).

Dalam implementasi kebijakan disiplin, keberagaman sosial budaya dapat menciptakan
kesenjangan dalam penerapan standar. Penilai yang berasal dari budaya yang sangat menekankan
profesionalisme cenderung menerapkan disiplin dengan tegas, sementara penilai dari budaya
yang lebih mengutamakan relasi sosial mungkin lebih toleran terhadap pelanggaran kecil.
Demikian pula, pegawai yang dinilai dapat menunjukkan sikap berbeda tergantung pada nilai-
nilai budaya yang mereka anut, seperti kecenderungan menerima keputusan atasan tanpa diskusi
dalam budaya hierarkis atau menyuarakan keberatan dalam budaya yang lebih terbuka.
Perbedaan persepsi ini dapat menghambat kesepahaman antara penilai dan yang dinilai (Herzog-
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Punzenberger et al., 2020; Park, 2019).

Bias relasional, komunikasi yang tidak efektif, dan konflik kepentingan menjadi kendala
utama dalam proses penilaian disiplin di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Bias relasional
muncul ketika penilai memberikan perlakuan khusus kepada pegawai tertentu berdasarkan
kedekatan personal, yang merusak prinsip objektivitas. Komunikasi yang tidak efektif antara
penilai dan pelaksana juga memperburuk situasi, karena pegawai sering kali tidak memahami
alasan di balik penilaian yang diberikan. Konflik kepentingan, yang terjadi ketika penilai lebih
mengutamakan hubungan sosial dibandingkan prinsip profesionalisme, semakin menghambat
implementasi kebijakan yang mengutamakan kepentingan negara (Hossain et al., 2020; Sternberg
et al., 2021).

Kurangnya pelatihan lintas budaya juga menjadi hambatan dalam mendukung penilaian
yang adil dan efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, penilai mungkin tidak memiliki
keterampilan untuk menghadapi dinamika sosial budaya di tempat kerja. Pelatihan ini penting
untuk meningkatkan sensitivitas budaya, sehingga penilai dapat mengatasi bias dan memperkuat
komunikasi dengan pelaksana. Dengan memahami nilai-nilai budaya yang berbeda, penilai dapat
menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan kebijakan disiplin secara lebih adil
dan efektif (Kairupan et al., 2020; Lynch et al., 2021; Scarborough et al., 2019).

Oleh karena itu, solusi yang diusulkan adalah memperkuat kompetensi sosial budaya
penilai melalui pelatihan berkelanjutan, mengembangkan mekanisme komunikasi dua arah yang
lebih efektif, dan memastikan bahwa kebijakan disiplin diterapkan dengan memperhatikan
prinsip keadilan dan transparansi. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman
pegawai terhadap kebijakan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif untuk
mendukung penerapan kebijakan disiplin yang mengutamakan kepentingan negara. Dengan
pendekatan holistik ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mengatasi hambatan sosial
budaya dan mewujudkan kebijakan disiplin yang efektif dan berintegritas (Croitoru et al., 2022;
Nadarajah et al., 2022).

Struktur Birokrasi Kepangkatan antara Penilai dan yang Dinilai

Struktur birokrasi kepangkatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa memegang
peran penting dalam implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hierarki
jabatan antara penilai dan pegawai yang dinilai menentukan proses evaluasi, mulai dari
pengawasan hingga pengambilan keputusan terkait disiplin. Dalam teori birokrasi, struktur ini
dirancang untuk memastikan objektivitas dalam penilaian disiplin dan mendukung prinsip
mengutamakan kepentingan negara. Namun, dalam praktiknya, kepangkatan sering kali menjadi
sumber tantangan, terutama ketika tidak didukung oleh transparansi, akuntabilitas, serta prosedur
penilaian yang jelas (Forand et al., 2023; RAFFLER, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam struktur kepangkatan ini adalah potensi
ketidakobjektifan penilaian akibat hubungan personal antara penilai dan yang dinilai. Penilai
dengan jabatan lebih tinggi dapat terpengaruh oleh kedekatan sosial atau tekanan eksternal, yang
pada akhirnya menurunkan kualitas penilaian. Di sisi lain, pegawai yang dinilai dengan jabatan
lebih rendah sering kali merasa sulit menyampaikan keberatan terhadap hasil penilaian.
Ketimpangan ini menciptakan jarak antara penilai dan yang dinilai, menghalangi komunikasi
terbuka, serta berpotensi menurunkan motivasi kerja (Garcia-Lacalle & Torres, 2021; Pekince
Kardas, 2019).

Selain itu, struktur birokrasi yang hierarkis sering kali menghambat fleksibilitas dalam
implementasi kebijakan disiplin. Keputusan disiplin sering diambil oleh pejabat tinggi tanpa
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melibatkan staf operasional di lapangan. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara kebijakan

yang dirancang dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi

kurang efektif. Keberhasilan kebijakan disiplin tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi

juga pada partisipasi semua tingkatan jabatan untuk memahami dan menerapkan aturan secara
konsisten (Zarychta et al., 2022).

Teori Edward III relevan dalam menjelaskan hambatan yang timbul dari struktur birokrasi
di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. Menurut teori ini, ketidakefisienan struktur birokrasi
dan fragmentasi tanggung jawab dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa SOP yang kurang jelas dan koordinasi yang tidak optimal
antarlevel jabatan menjadi kendala besar dalam penilaian disiplin. Ketidakjelasan SOP
menyebabkan bias dalam penilaian, sementara fragmentasi tanggung jawab menciptakan
kesulitan menjaga konsistensi dalam standar penilaian disiplin (Harris et al., 2020; Mangset &
Asdal, 2019).

Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa perlu memperkuat
SOP dan meningkatkan koordinasi antarlevel jabatan. Reformasi birokrasi yang mengurangi
fragmentasi tanggung jawab dapat membantu menciptakan struktur yang lebih terkoordinasi dan
transparan. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi penilai agar mereka memiliki
kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, setiap keputusan
disiplin dapat diambil secara profesional dan obyektif, sehingga kebijakan disiplin benar-benar
mencerminkan prinsip mengutamakan kepentingan negara.

Kesimpulannya, keberhasilan implementasi kebijakan disiplin di Dinas Pendidikan
Kabupaten Minahasa bergantung pada restrukturisasi birokrasi yang mendukung komunikasi
terbuka, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan memperbaiki SOP, memberikan pelatihan yang
relevan, dan mendorong koordinasi yang lebih baik, struktur birokrasi dapat lebih efektif dalam
menegakkan kedisiplinan. Langkah ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan disiplin
diterapkan dengan adil, tetapi juga membantu membangun budaya kerja yang berorientasi pada
kepentingan negara, sehingga kepercayaan pegawai terhadap sistem birokrasi dapat ditingkatkan

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (c), yang menekankan pentingnya
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan,
masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama ditemukan pada aspek
komunikasi antara atasan penilai dan bawahan yang dinilai. Kurangnya transparansi dalam proses
penilaian, inkonsistensi umpan balik, serta keterbatasan ruang untuk diskusi dan klarifikasi
menjadi hambatan signifikan. Hal ini menyebabkan penilaian disiplin kehilangan objektivitas,
sehingga efektivitas kebijakan yang seharusnya mendukung kepentingan negara menjadi
terganggu.

Permasalahan lain ditemukan dalam kompetensi sumber daya penilai. Banyak penilai
menghadapi kendala berupa kurangnya pengalaman, latar belakang pendidikan yang relevan, dan
keterbatasan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, konflik kepentingan dalam proses penilaian serta
kesulitan menyampaikan kebijakan disiplin kepada pelaksana memperburuk situasi. Kurangnya
kompetensi ini tidak hanya menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif, tetapi juga
memengaruhi kemampuan penilai untuk menjalankan tugasnya dengan objektivitas yang
diperlukan.

Pada aspek sosial budaya, penelitian menemukan adanya bias relasional, komunikasi yang
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tidak efektif, konflik kepentingan, serta minimnya pelatihan budaya sensitif di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Minahasa. Faktor-faktor ini menciptakan hambatan dalam menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung kebijakan disiplin. Ketidakmampuan untuk mengatasi
perbedaan sosial budaya secara efektif menurunkan kepercayaan dan pemahaman antara penilai
dan pelaksana, sehingga tujuan utama kebijakan untuk mengutamakan kepentingan negara sulit
tercapai.

Struktur birokrasi kepangkatan juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi
kebijakan disiplin. Pengaruh hubungan sosial dan minimnya mekanisme umpan balik dalam
sistem hierarki menghalangi komunikasi yang sehat antara penilai dan pelaksana. Hal ini
memperbesar peluang munculnya ketidakadilan dalam penilaian disiplin. Secara keseluruhan,
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan disiplin di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa,
diperlukan perbaikan pada aspek komunikasi, pengembangan kompetensi penilai, penyesuaian
terhadap sensitivitas sosial budaya, serta restrukturisasi birokrasi untuk mendukung transparansi
dan akuntabilitas.
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